BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan
sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan badan terhutang untuk tahun 2014 dan
tahun 2015 sebelum melakukan perencanaan pajak adalah
sebesar Rp. 714.503.250 dan Rp. 926.407.000. Sedangkan,
setelah adanya perencanaan pajak melalui penggunaan
metode gross up, pajak penghasilan badan terhutang untuk
tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 476.705.500
dan Rp. 696.990.250. Dengan demikian, terjadi
penghematan pajak pada tahun 2014 sebesar Rp.
237.797.750 dan tahun 2015 sebesar Rp. 229.416.750.

2. Penerapan PSAK 46 dalam laporan keuangan menyebabkan
munculnya aktiva pajak tangguhan dalam neraca perusahaan.
Dalam neraca tahun 2014 muncul aktiva pajak tangguhan
sebesar Rp. 246.913.137. Sedangkan, pada neraca tahun
2015 muncul aktiva pajak tangguhan sebesar Rp.
191.257.300. Hal tersebut menggambarkan kondisi
perusahaan yang wajar serta adanya penghematan pajak

yang akan diperoleh perusahaan.
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5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan
sebelumnya serta kesimpulan yang diberikan, maka saran-saran yang
dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya melakukan penerapan perencanaan
pajak dengan menggunakan metode gross up terkait dengan
pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Tunjangan pajak
yang diberikan melalui metode gross up bersifat deductible
expense, sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto.
Dengan demikian apabila perusahaan menerapkan metode
gross up, maka dapat menghemat beban pajak yang harus
ditanggung atau dibayar oleh perusahaan.

2. Perusahaan sebaiknya juga melakukan penerapan PSAK 46
dalam laporan keuangannya, agar jumlah yang terdapat
dalam laporan keuangan menjadi lebih wajar karena telah
mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Selain itu,
dengan adanya penerapan PSAK 46 mengakibatkan
munculnya aktiva pajak tangguhan. Dengan demikian, akan

adanya penghematan pajak yang diperoleh perusahaan.
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